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Panitia Tender dan SIIGII-) I;er-
3 soalan belum
K.abld Menolak dibayarkannya
Bertanggung Jawab | pekerjaan
normalisasi

sungai di Desa Walatana, Kecamatan Dolo
Selatan, Kabupaten Sigi, mulai terungkap
penyebabnya. Proyek yang dikerjakan PT
Bina Asta Tunggal tahun 2010 lalu, rupanya
dipicu masalah internal di Dinas Pekerjaan
Umum (PU) Sigi sehingga rekanan tak
kunjung dibayarkan. Internal Dinas PU
bermasalah, rekanan yang jadi korban.

Antara panitia tender tahun 2010, panitia
tender 2011 dan kepala bidang (Kabid)
Pengairan, saling klaim tidak bertanggung
jawab dengan proyek itu. Ketiga pihak ini
merasa bukan tugas mereka lagi, sehingga
pembayaran tak kunjung dilakukan.

Ketua panitia tender tahun 2010, Rizal Abd
Rauf ST, MSi dikonfirmasi Radar Sulteng di
kantornya kemarin (7/11) membenarkan
bahwa dirinya enggan memproses dokumen
pencairan anggaran proyek normalisasi sungai
Walatana. Sebab, kata dia, pekerjaan proyek
yang sifatnya bencana alam tersebut sama
sekali tanpa sepeiigetahuannya. Meski saat itu
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(tahun 2010,red) Rizal
menjabat ketua panitia tender,
namun dirinya sama sekali tak
terlibat.

“Saya tidak tahu menahu
dengan pekerjaan normalisasi
sungai Walatana. Kabid
Pengairan, saudara Hasan
Yumbu yang paling tahu soal
itu,”’terangnya.

Pekerjaan  normalisasi
dilaksanakan tahun 2010,
sementara Rizal nanti diberi
tahu sekitar bulan Mei tahun
2011 bahwa ada pekerjaan
normalisasi sungai yang harus
diproses pencairan dananya.
Padahal kalau dirinya
dilibatkan terkait pekerjaan itu
kata Rizal, kemungkinan tidak
jadi seperti saat ini masalahnya.

“Kalau pada bulan Mei 2011
lalu atau sekarang ini saya baru
proses pencairannya, berarti
saya melangkahi wewenang
panitia tender Pokja I tahun
2011. Seharusnyh prosesnya
dilakukan tahun 2010 lalu, dan
nanti dibayarkan tahun 2011.
Bagaimana saya mau proses,
sementara ini barang tidak
pernah dilaporkan atau
dikoordinasikan ke kami selaku
panitia tender saat itu,””’kata
Rizal membela diri.

Dia menduga Kabid
Pengairan, Hasan Yumbu,
menjadi pemicu masalah ini.
Karena tidak melibatkan
panitia tender terkait pekerjaan
normalisasi sungai Walatana.
Sesuai aturan, seharusnya
panitia tender yang lebih
banyak berperan terkait proyek
tersebut, bukan malah Bidang
Pengairan.

Karena yang melalukan
survei volume pekerjaan di

lokasi kejadian bencana serta
melakukan negosiasi harga
dengan perusahaan yang
ditunjuk bekerja, adalah ranah
panitia tender. Sementara saat
itu, bukan Rizal atau anggota
panitia tender yang dilibatkan.

“Sebaiknya tanya sama
Hasan Yumbu ini masalah.
Kenapa sampai begini. Saat
menjadi kefua, panitia tender
tahun 2010, ratusan paket
proyek kami proses dan semua
anggarannya cair. Apalagi
hanya proyek normalisasi
Walatana, tidak lama akan
dicairkan anggarannya apabila
kalau kami yang tangani. Ini
tidak, terkesan disembunyikan
dari panitia tender. Dan nanti
Mei 2011 baru saya disodorkan
dokumen pencairannya,”’
terang Rizal yang juga Kabid
Cipta Karya Dinas PU Sigi.

Kalau sudah di tahun 2011 ini
diproses, Rizal menyatakan tak
berani melakukan hal itu.
Sebab, bukan ranah dia lagi
dalam struktur panitia tender.
Sebaiknya diserahkan saja ke
panitia tender Pokja I tahun
2011 menanganinya.

Apakah tidak ada
pengecualiannya?  Rizal
menyatakan kemungkinan ada.
Kecuali payung hukumnya
yang dijadikan rujukan
pembayaran ada, barulah dia
berani memproses dokumen PT
Bina Asta Tunggal. “Saya akan
proses kecuali saya
diperlihatkan oleh Dinas PU
aturan mainnya. Karena kalau
sudah menyeberang tahun
begini, sulit,”’’tandasnya.

Tidak khawatir masalah ini
dibawa ke proses hukum? Rizal
mengaku itu mungkin jalan
yang bagus. Sebab, akan
terungkap nantinya, siapa di
internal dinas yang memainkan
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peran. Polisi atau jaksa pastinya
akan mengungkap oknum yang
sehingga masalah ini jadi
begini. “Kalau rekanan akan
membawa ke ranah hukum,
mungkin lebih baik, "katanya.

Lain Rizal, lain juga yang
dikemukakan oleh Syarifuddin
ST, MSi selaku ketua panitia
tender Pokja I Dinas PU Sigi.
Dia mengaku proses pengairan
proyek normalisasi bukan
kewenangannya. Itu kewe-
nangan panitia tender tahun
2010, karena waktu peker-
jaannya pada tahun itu juga.

Dalam aturannya, kata
Syarifuddin, pekerjaan bencana
alam yang sifatnya full finan-
cial sharing (menggunakan
dana pribadi rekanan) dibayar
tahun berikutnya setelah
pekerjaan selesai. Namun
untuk proses pencairannya,
dilakukan tahun itu juga saat
pekerjaan sementara berjalan.
Berhubung dirinya ketua
panitia tender Pokja I tahun
2011, yang pantas mereka
proses hanya pekerjaan
bencana alam tahun 2011 yang
akan dibayar pada tahun 2012
mendatang.

“Logikanya begitu. Yang
kami tangani atau proses,
dokumen proyek bencana alam
tahun 2011. Sehingga pada
tahun 2012  langsung
dibayarkan. Kalau untuk sungai
Walatana, itu masih ranah
panitia tender kala itu,”” jelas
Syarifuddin.

Walau demikian, Syarifuddin
membenarkan kalau anggaran
pembayaran proyek itu sudah
diplot. Sekarang tinggal
menunggu proses pencairan
saja dengan disertai dokumen
yang lengkap.

Apa tanggapan Hasan
Yumbu? Dihubungi Radar
Sulteng di kantornya sore
kemarin, Hasan menyatakan
sangat jelas dasar hukum
pekerjaan normalisasi sungai
Walatana yang melekat di
bidang yang dikepalainya.

Surat dari Pj Bupati saat itu ada,
ditambah lagi surat Pt Kepala
Dinas PU juga ada. Pekerjaan
bencana alam sungai Walatana
sangat jelas rujukan hukumnya.

“Pekerjaan bencana alam kan
sifatnya penunjukan langsung.
Berarti sudah sesuai,’”’kata
Hasan yang mengaku tidak ada
beban dengan proyek tersebut
meski, sampai sekarang tak
dibayarkan.

Hasan menyangsikan per-
nyataan Rizal yang mengaku
baru mengetahui pekerjaan
normalisasi sungai pada bulan
Mei 2011. Katadia, itu hal yang
tidak mungkin. Sebab, meka-
nisme pembahasan anggaran di
internal dinas ada, sehingga
diketahui bahwa ada usulan
anggaran proyek normalisasi
sungai kategori bencana alam.

Hasan mengaku terkait
dengan akan dilakukannya
pembayaran proyek tersebut,
Dinas PU baru-baru ini sudah
melakukan peninjauan
lapangan, melihat dari dekat
volume pekerjaan. Seharusnya
peninjauan lapangan yang
sudah ada, dijadikan saja
rujukan pembayaran proyek
tersebut. “Padahal, sudah
dilakukan peninjauan lapangan,
tapi belum juga
dibayarkan,”’tandasnya.

Kata dia, pada APBD 2011
dianggarkan sebesar Rp1,087
miliar untuk pembayaran
proyek ini. Tapi pada APBD-
Perubahan 2011 dikoreksi lagi
sehingga tinggal menjadi
Rp900 juta lebih. Jadi, yang
menjadi hak PT Bina Asta
Tunggal Rp900 juta lebih.

Sekadar diketahui, PT Bina
Asta Tunggal memiliki
dokumen lengkap terkait
pekerjaan itu. Perusahaan ini
mengerjakan sungai sesuai
petunjuk. Perusahaan
menggunakan anggaran kas
sendiri dalam mengerjakan
proyek itu, tapi tak kunjung
dibayar Pemkab Sigi melalui
Dinas PU Sigi. (fri)




